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KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang baik akan
menghasilkan pelayanan yang prima. Reformasi birokrasi merupakan suatu proses
perubahan dalam proses birokrasi suatu pemerintahan. Sekretariat Kabinet sangat
mengedepankan proses reformasi birokrasi dalam setiap kegiatan, baik dalam
menjalankan fungsi dukungan kepada manajemen kabinet maupun internal
Sekretariat Kabinet.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet memandang
bahwa pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet memegang peranan penting
dalam menjamin keberhasilan reformasi birokrasi suatu pemerintahan. Masukan dan
saran dari pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh
Sekretariat Kabinet untuk menjamin pelayanan yang prima, transparan dan
akuntabel serta sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu,
Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai
sarana dalam menyampaikan aspirasi pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet.

Forum Konsultasi Publik telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Di dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017
tersebut, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi
Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Sehubungan dengan hal itu, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Forum
Konsultasi Publik dalam bentuk rapat koordinasi guna memperoleh masukan dari
pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet terkait dengan pelayanan yang diberikan serta mengelola dan
menindaklanjutinya.

Jakarta, September 2020
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

L[4

Thanon Aria Dewangga
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, dan guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan
publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat
selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran
serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/

penerima pelayanan diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran
opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi
Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet cq. Deputi
Bidang Dukungan Kerja Kabinet dilaksanakan guna memperoleh keselarasan
pemahaman tujuan, pembahasan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan,
pembahasan dampak kebijakan serta evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan
oleh penyelenggara layanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sekretariat Kabinet c¢q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai
penyelenggara pelayanan publik telah menyelenggarakan Forum Konsultasi
Publik melalui Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan
Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet Tahun
2019 yang direalisasikan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi
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1.3.

Publik tentang Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet; dan

e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Maksud dan Tujuan

Maksud terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Sekretariat Kabinet
Tahun 2019 yang direalisasikan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum
Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini adalah untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Sekretariat
Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan
sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan tujuan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Forum
Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan Sekretariat
Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terkait dengan
pelayanan publik yang diberikan.

2. Mengelola dan menindaklanjuti masukan dan saran dari pemangku
kepentingan Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja

Kabinet terkait dengan pelayanan publik yang diberikan.
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3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi bagi Sekretariat Kabinet cq. Deputi

Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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2.1.

BAB Il
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pra Pelaksanaan

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan
Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, diawali
dengan membentuk tim atau panitia Internal Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik
Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019, yang
diketuai oleh Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dan
anggotanya terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet.

. Tema Forum Konsultasi Publik

Tema Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan oleh Sekretariat
Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah Rapat
Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi
Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah.

. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan oleh

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah

kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara

penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas tiga hal

besar yaitu :

1. Forum Konsultasi Publik terkait peningkatan kualitas pelayanan publik
Sekretariat Kabinet dalam mendukung peningkatan reformasi
birokrasi Sekretariat Kabinet yaitu dalam pelayanan penyelenggaraan

sidang kabinet dan sinergi informasi persidangan kabinet;
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2. Diskusi Panel tentang peningkatan pelayanan dalam rangka
pengamanan informasi persidangan; dan

3. Survei Pelayanan Pengelolaan Sidang Kabinet.
d. Analisis Masalah

Reformasi Birokrasi merupakan segala upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan antara lain menyangkut aspek organisasi,
ketatalaksanaan atau proses bisnis, manajemen sumber daya manusia
(SDM) dan peningkatan disiplin dalam rangka mewujudkan good
governance, peningkatan kinerja, pelayanan publik dan kepercayaan
publik. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi,
pemerintah yang efektif dan efisien serta pemerintah yang mampu
menyediakan pelayanan publik yang baik merupakan tujuan dari

dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh instansi Pemerintah.

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
selaku unit kerja yang menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas
dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden juga melaksanakan reformasi birokrasi di segala bidang
baik dalam kebijakan pelayanan, penguatan sumber daya manusia,
pengelolaan pengaduan maupun inovasi. Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet diharapkan memiliki sinergi informasi dengan pemangku
kepentingan sidang kabinet dalam hal ini Menteri atau Kepala Lembaga

dan Kepala Daerah sebagai pengguna informasi sidang kabinet.

Seluruh informasi yang dihasilkan dari kegiatan sidang kabinet,
rapat terbatas dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dijaga keamanannya oleh
seluruh instansi terkait. Oleh sebab itu, setiap pemangku kepentingan
sidang kabinet dituntut untuk saling bersinergi dalam pengamanan
informasi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan sidang kabinet,
mulai dari perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet, penyiapan
undangan sidang kabinet, penyiapan perlengkapan sidang kabinet,
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penyiapan bahan-bahan atau materi sidang kabinet, dan pemantauan

dalam penyelenggaraan sidang kabinet.

Setelah penyelenggaraan sidang kabinet, hasil-hasil sidang
kabinet berupa risalah dan arahan Presiden akan disampaikan kepada
para peserta sidang kabinet guna ditindaklanjuti. Risalah dan Arahan
Presiden merupakan dokumen Negara yang bersifat rahasia. Untuk
menjaga kerahasiaan, terutama dalam keamanan bahan dan risalah
sidang kabinet, dibutuhkan komitmen dari instansi terkait. Sehingga
sinergi informasi persidangan antara Sekretariat Kabinet dengan
Kementerian atau Lembaga Pemerintah serta Pemerintah Daerah dan
Provinsi merupakan salah satu hal yang diusulkan oleh Presiden untuk

ditindaklanjuti.
e. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan
oleh Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
adalah tatap muka dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi
Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
f. Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

antara lain :
1. Media massa yaitu www.setkab.go.id.

2. Ahli/Praktisi yaitu Sdr. Teguh Wijanarko selaku Staf Ahli Bidang
Budaya Kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Sdr. Samuel Abrijani Pangerapan selaku
perwakilan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Sdr. Susilo Wibowo selaku Kepala Biro
Hukum dan Humas, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Sdri. Endah
Triastuti selaku Ketua Program Sarjana Reguler Fakultas limu Sosial

dan limu Politik, Universitas Indonesia.
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3. Penyelenggara layanan yaitu Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet.

4. Pengguna layanan yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta

Pemerintah Daerah dan Provinsi.

5. Pemangku kepentingan pelayanan publik yaitu Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Inteljen Negara,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Siber dan
Sandi Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perum
Badan Urusan Logistik (Bulog), Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.
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g. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Run Down Acara)

SUSUNAN ACARA

RAPAT KOORDINASI DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENGUATAN SINERG! INFORMASI PERSIDANGAN KABINET
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TANGGAL 2 S.D. 4 MEI 2019 DI DEPOK, JAWA BARAT

TANGGAL WAKTU ACARA
Jumat,3 | 08.00 Pembukaan
Mei 2019 08.00-08.05 | Menyanyikan Bersama Lagu Indonesia Raya dan Mars Sekretariat
Kabinet
08.05-08.10 | Laporan Pelaksanaan dan Pembukaan Rakor dan FKP oleh Asisten
Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
08.10-08.15 | Sambutan Wakil Walikota Depok
08.15-08.20 | Penyerahan Plakat dan Foto Bersama Wakil Walikota Depok
08.20-08.30 | Pembacaan Doa
08.30-11.00 | Forum Konsultasi Publik
- Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Menteri PAN dan RB (Drs. Teguh
Wijanarko, MPA)
- Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dyah
Pancaningrum)
- Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan (Sjahriati
Rochmah)
Survei
11.00-11.30 | Penyerahan Plakat dan Foto Bersama para Narasumber
12.00 - 14.00 Istirahat, Shalat Jumat dan Makan Siang
14.00- 14.10 | Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh Deputi
DKK
14.10-17.00 Panel (para Narasumber) dan Diskusi:
- Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet (Yuli
Harsono)
- Sekretaris Ditjend Aplikasi Informatika, Kominfo (Sadjan)
- Kepala Biro Hukum dan Humas, BSSN (YB Susilo Wibowo)
- Ketua Program Sarjana Reguler FISIP Ul (Endah Triastuti)
17.00-17.10 | Ucapan Terima kasih Bapak Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
sekaligus Penyerahan Plakat dan Foto Bersama Panelis
17.10-17.20 | Pengumpulan hasil survei
17.20-17.30 Penutup
17.30-18.00 | Ramah Tamah
2.2, Pelaksanaan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi

Publik yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat

Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi

Persidangan Kabinet di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 di Depok,

Jawa Barat.
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b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik

JANJI PERBAIKAN LAYANAN TAHUN 2018

Berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang
ditandatangani Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tanggal 10
Desember 2018, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih
efektif dan efisien (pelayanan prima) dengan peningkatan kerja sama
dan koordinasi dengan unit kerja terkait;

2. Penyempurnaan Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan
Sidang Kabinet sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris
Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja
di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Pembangunan Sistem Informasi Penjadwalan Sidang Kabinet; dan

4. Menindaklanjuti kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara

(BSSN) terkait dengan pengamanan informasi penyelenggaraan

sidang kabinet.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang
kabinet yang lebih efektif dan efisien (pelayanan prima), Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet melakukan peningkatan kerja sama dan
koordinasi dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama
Kementerian Sekretariat Negara dalam peningkatan pelayanan dalam
penyelengaaraan sidang kabinet/rapat terbatas pada tahun 2019.

Kemudian guna peningkatan pelayanan dalam permohonan
penjadwalan sidang kabinet serta pengkinian informasi dalam standar
pelayanan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melakukan
penyempurnaan Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang
Kabinet dengan menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet Nomor:Kep.26/DKK/IX/2019 tentang Standar Pelayanan pada
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
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Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet dapat
menjadi acuan bagi pemohon dalam mengajukan permohonan
penjadwalan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Serta
merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan.

Teknologi informasi juga digunakan oleh Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet dalam meningkatkan pelayanan pada permohonan
penjadwalan sidang kabinet yaitu dengan membangun Sistem Informasi
Usulan Agenda Persidangan. Sistem Informasi Usulan Agenda
Persidangan merupakan suatu aplikasi yang bermanfaat bagi pemangku
kepentingan untuk memonitor perkembangan dan status usulan sidang
kabinet/rapat terbatas. Hal ini sangat dibutuhkan guna kecepatan dan
ketepatan informasi mengenai agenda penyelenggaraan sidang kabinet,
rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain peningkatan dalam penyelenggaraan sidang kabinet, Deputi
Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga melakukan peningkatan dalam
pengamanan informasi persidangan yaitu bekerja sama dengan Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam rangka pengamanan informasi
penyelenggaraan sidang kabinet rapat terbatas maupun pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
Sekretariat Kabinet telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan
Badan Siber dan Sandi Negara yang dimulai sejak Maret 2016 hingga
Juni 2019.

PP AT T

Optimalisasi Pelayanan Penyelenggaraan /
Sidang Kabinet yang Lebih Efektif dan
Efisien (Pelayanan Prima) dengan
Peningkatan Kerja Sama dan Koordinasi

dengan Unit Kerja Terkait

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat

optimal dalam pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yaitu dengan

10
Laporan Forum Konsultasi Publik
Sekretariat Kabinet Tahun 2019



melakukan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja
terkait. Koordinasi dan kerja sama yang sinergi perlu dilakukan oleh
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada seluruh kegiatan mulai dari
perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet, penyiapan undangan
sidang kabinet, penyiapan perlengkapan sidang kabinet, penyiapan
bahan-bahan atau materi sidang kabinet, pemantauan dalam

penyelenggaraan sidang kabinet, dan pengelolaan risalah sidang kabinet.

Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi yang menghasilkan
penandatanganan MoU atau perjanjian kerja sama antara Sekretariat
Kabinet dengan Sekretariat Presiden dalam peningkatan pelayanan
penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan
melakukan pengadaan peralatan berbasis teknologi digital yang
mendukung cara kerja tanpa menggunakan kertas (paperless). MoU ini
ditandatangani oleh perwakilan Sekretariat Presiden dan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet selaku perwakilan dari Sekretariat Kabinet.

Peralatan dimaksud merupakan suatu alat dukung dalam
penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas yang berfungsi untuk
melakukan perekaman dinamika jalannya sidang kabinet/rapat terbatas
baik secara audio maupun secara visual serta penayangan bahan

paparan untuk setiap peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Penyempurnaan Standar Pelayanan
Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet ;

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet,
salah satu standar pelayanan Sekretariat Kabinet yaitu standar pelayanan
permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

i k!
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Dalam rangka merespon dinamika yang berkembang dan menjamin
terselenggaranya kinerja pelayanan berkualitas yang dilakukan oleh
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja
Kabinet telah melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan
permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
pada tahun 2019.

Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet yang
telah dievaluasi selanjutnya disempurnakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Pada PermenPAN-
RB 15 tahun 2014 tersebut, standar pelayanan yang baik harus memiliki
seluruh komponen standar pelayanan. Komponen standar pelayanan
dibagi kedalam dua bagian yaitu komponen standar pelayanan yang
terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) dan
komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing).

Komponen service delivery meliputi persyaratan, sistem, mekanisme
dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biayaf/tarif, produk pelayanan
serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan
komponen manufacturing meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah
pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

Standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet yang
telah disempurnakan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Deputi
Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor Kep.26/DKK/IX/2019 tentang
Standar Pelayanan pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Pada
Keputusan Deputi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dimaksud,
Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet sudah
memenuhi seluruh komponen yang ada pada Permenpan-RB 15 tahun
2014. Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet adalah menyempurnakan Keputusan Sekretaris
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Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Kabinet.

S S S

Fanbandjen sedenoioanis

Penjadwalan atau agenda sidang kabinet merupakan salah satu

pelayanan publik Sekretariat Kabinet khususnya pada Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet. Guna meningkatkan pelayanan kepada publik,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet membangun pelayanan yang
berbasis teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi usulan
agenda persidangan. Sistem informasi usulan agenda persidangan
merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk optimalisasi efektivitas
dalam pengelolaan agenda persidangan serta memberikan kecepatan
dan kemudahan bagi para pemangku kepentingan guna mendapatkan
informasi usulan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sistem informasi usulan agenda persidangan memberikan manfaat
baik bagi penyelenggara sidang kabinet yaitu Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
maupun bagi pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga yang
mengirimkan permohonan usulan sidang kabinet/rapat terbatas, guna
memonitor perkembangan dan status usulan sidang kabinet, rapat
terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sistem informasi usulan agenda persidangan dibangun dalam 2
(dua) metode yaitu metode offline dan metode online. Metode offline
hanya bisa diakses oleh Administrator pada aplikasi berbasis'java
desktop yang berada pada server Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Kabinet. Sedangkan metode online dapat diakses oleh
stakeholders pada aplikasi berbasis website. Website untuk sistem

informasi merupakan sub domain dari alamat setkab.go.id. Setiap
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stakeholder akan memperoleh account masing-masing yang berisi

username dan password. Berikut ini tampilan dari sistem informasi usulan

agenda persidangan.

T Agenda Perudangan v.1

ASAL PENGUSLL # ] T PN

ASISTEN DEPUTI BOANG PELAPORAN PERSIDANGAN e PUEMTER: PETARMUN
CEPUTI BIDANG PERENON

NOMOR SURAT DEPUT! BIDuNG PERERON
MENTER! SERRE TARS NE
MENTER: MELANGAN

it il MENTER| PERENANARN
MENTER! PEMLOA DAN OL.
USLLAN TOPK CEPUTI BIDANG VEMARITI
DEPUTI BIOANG PERERON
DEPUTI BIDANG PEREKDN
DEPUTI BIDANG PEREKON
CEPUTI BIOANG FERERON
SERRETARTS KABRET
BELUM DAISULIAN SUDAMDUSUKAN  DEPUTIBIDANG PEREKON
CEPUTI BIDANG KEMARITI
it DA TASHAN HOMITE KEBUSSAN NOUS
KEPALA BADAN KOORDI
v MENTER SEMRETARIS NE
T HOMATE KEBUARAN BOUS
ASISTEN DEPUT BOANG
MENTER! ENERGI DAN 5U
MENTER| ENERGI DAN 51
ASESTEN DEPUT! BOANG
ASISTEN DEPUTI BIDANG
MENTERI KEUANGAN
FILE HASL SCaN DEPUTI BIDANG POLITIC H
DEPUTI BIOANG PERERDN
MENTER! KELAUTAN DAN
MENTER! LINGHLUNGAN HO
SAVE  OEPUTI BOANG KEMARITI
SEMRETARTS KABINE T

BELLM DRATASHAN

KETERANGAN LABNNYA  ir

Amta File
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SISTEM INFORMASI AGENDA PERSIDANGAN
SEKRETARIAT KABINET RI

TTNOMOR SURAT'
BTN
M 123ERN2019 -1
M1 20BNV 27019 20180215
B-201M Sesne/D- IMK 00 20190215
S-120M OL2019 20190214

BOSIM PPWSESHMOI 0 20190213
524 2MENPORATD 0W2019 2019-02-04

M SOt 172018 20120125
STV 20190123
M EYEKOVI12019 2018-01-23
MEVERSVOI2019

M BOERSA12019

M2

MATERDVIN0T3

VA 12018 20190104
B-1109M Sexneg/D- 14600, 2018-12-27
BATOGY 20181214
BN I s 181128
SOBUAIMEM G/2018 20181105
I031/70MEM 7018 20181101
4. TOIOW 21072018 2018-10-24
M-TD4/DKK- 2102018 2018-10-24
$-7EAMH 017018 20181022
MOSSIPURASVINANIE  2018-10-18
M TSUEMDVIOZ0TE 20181015
B-6TOMEN-KP/X2018 2018-10-09
S ITSMENLHUSETIENVY  2018-10-09
3T Mt 102018 20181003
1138 2018-10-03

amprgnr o saL R eang AR
Dy e

Benm Dwsutkan Bem Dratyshan

Beam Dusasan Bewm Dratasion
Permononan untuk Mengag  Beaam Diutulian Bensm Dirstashan
Permolonsn Rapst Teroal  Beasm Disuan Betam Drataskan
Permoncean Perjaceaian  Beaam Dassukan Beunm Dratasian
Permononan Smang Kabn  Bewm Dasusan Benm Dratasian
Laporan Persembangan Pe  Beaam Diusulkan Bonm Dicataskan
Usudan Topk Sidang Katmn  Beum Dusullan Betum Dratashan
Unitan $0ang KaonevRap  Sudsh Dumsan Beasm Dratasian
Penyampann Banan Rapal . Eetm Diusukan Beham Drstashan
Peryamoaan Bynan Rapat  Bewum Cususan Bewm Dratarian
Peogdmoaan Baan Perte Bewm Dususan Bewm Dratazson
Perkemtangan Pemoanasa  Sugan Dususan Beium Orstasin
Perembangan Pemoshasa . Sutah Diusilan Behum Dirataskon
[ sanaan Rapat ah D
Lapcran Rapal Pens WP Sutah Dusasan Bewm Dratysan
SRS Tvestas ATATON W SJ0ah Dusuban Beim Drataskan
Pemononan Rapat Terbata  Sutah Dusulian ‘Sugah Dirataskan
Permononan Wty Sxiang . Sutah Dususan Bewm Dracasian
Uniasn Peryacwaan Rapat - Beaum Cuan Bewm Cratasian
Permanonan Ratas terkad  Sudah Diusalkan Sudah Dirataskan
Pemongnan Ratis Rancan  Suaah Dususan Susah Dratavkan
Aratan Preveen paca Rag  Seam Dususon Bewm Dratasian
Usulan Peryadwalan Rapal  Betum Owsusan Betom Oiratasken
Permoncnan Wakts Rapat . Beaum Cuyuan Sutan Dirstyskan
Upays Penguinaan Tenol  Betum Dussulan Betum Dratasan
Ususan Rapat Terates unt Sugan Dussan Sucan Drataskan
Permohonsn Rapat Terbal  Suaah Diusulian ‘Sugah Dirstaskan
Ut Ragat Terbatas Kaon  Suman Dusssan Sugan Diratasian
Laporsn Petsasnaan Sda - Sudeh Dususan Beam Oratasan

o snngan
et Mangns

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Offline Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan

SEKRETARIAT KABINET

5 Slum Gnfosmmsn Uoboe Gigemidn Prasssdomgan

LOGIN

Gambar 2. Tampilan Website Sistem Informasi Usulan Agenda Persidangan
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Y St b U Bty K =I@LE.

€ C O @ st cusdnratecon oo o on * O i
row 10 v Sexen
Tanggal
 Asui Surat i1 | Nomer Surat \;‘M 11| Usutan Topik
1 MENTERS S 130MK 0172019 201502 Parmohonan Peryadwalan Sedang Katinel Panpuma
KEUANGAN 1

B 003M PPWSESHM 01 010272019 20702 Permohonan S«dang K atvnst Panpuma Rancangan Priontas Pembangunan 2020

DEFUTIBOANG M S0Mantimy 12019 201901 Usulan Topi Sidang Wabinet Evalussi Capaian Rencana Ake Kebiakan Kelautan
MAN % Inconesia, Roncangan Persturan Pemenniah lentang Penpeioan Ruang Laut
Pamyiesaan Penumpukan Kapa Penkanan & Palatuhan Penkanan dan Evaluasi
Sagas 115, Sistem Logrstik an Nasional, Pembangunan dan Pengembangan
Halang Mioyak, Rekdamasi Pasca Tambang, Evaluss Parcapatan Program
Pamang s Peogoian " Energ Listik Bebass
Taknoiom Rarmah Lingkungan (PLTSa). Pennghaten ivestas EBT d noonesia

Terutama bag Pelaku Usaha EST Shala Keci < 10MW, Pemnngeatan Keamanan
Gan Kessiamatan Transporas, Opmalisas Pangurangan Kesanangan Antar
Vitlaya Mekaius Pengualan K onskiniias Kemantman Melais Evaluas
Pelaisanaon Program Tol Lt dan Jembatan Udara, Pengambangan Sektor
Kl o Lisar Negen, Panguatan Ekonom Kreab! untuk Méendukung Sekoe
Pawsata

MBER 0 112018 200801 Usulen Siaang K Fapat Terbatas Exdang Peres Penode Semester 1 Sudah
o] Tahun 2019 Rancana Kana Pemenrtan Tahun 2020, Peringiatan Akses dan Drususan
Penantahan Skema Kiedt Usana Rakyet, Perbamkan Penngeat Easy of Doing
Buniness (E008). Percepaton petaksanaan Mandatory Erodesel B0, Perbaiken
st Meraca Transass: Berjalan (CAD)

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan pengamanan
informasi terkait penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden melalui kerjasama dengan pihak Badan Siber dan Sandi Negara.
Pengkajian kerjasama dengan BSSN dimulai pada tahun 2016.

Kerjasama yang dilakukan adalah dalam pengadaan secure chat.
Secure chat dibangun atas kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi
Negara dalam hal penyediaan infrastruktur. Sedangkan secure email
yang digunakan adalah email domain resmi sekretariat kabinet
setkab.go.id. Secure email yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi
Informasi Sekretariat Kabinet dan telah diimplementasikan di lingkungan
Sekretariat Kabinet.

Kerjasama dengan pihak BSSN dilaksanakan dalam beberapa tahap
yaitu:
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2.3.

1. Pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama

dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Secure chat merupakan fitur komunikasi hasil kerjasama antara
Sekretariat Kabinet dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan terkait dengan
informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Sekretariat Kabinet
yang berguna untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan
sidang kabinet. Nota Kesepahaman perlu dibuat agar melekatkan
kerjasama dan untuk selanjutnya setiap pihak diharuskan untuk
melaksanakan nota kesepahaman menjadi Perjanjian Kerja Sama
yang lebih teknis dan mengikat. Nota Kesepahaman masih dalam
proses pengkajian oleh Sekretariat Kabinet terkait pihak yang akan

menandatangani nota kesepahaman tersebut.

. Sosialisasi kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah

Pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet
telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan secure chat kepada
perwakilan 12 (dua belas) Kementerian dan Lembaga Pemerintah.
BSSN akan memfasilitasi perangkat telekomunikasi secure chat
kepada seluruh Kementerian/Lembaga setelah terbithya MoU antara
Sekretariat Kabinet dengan BSSN.

. Implementasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2019, secure chat atas hasil kerjasama dengan BSSN
diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Secure chat
dimanfaatkan oleh internal Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang
Dukungan Kerja Kabinet dalam peningkatan pelayanan terkait

penyelenggaraan sidang kabinet.

Pasca Pelaksanaan

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan

Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, diakhiri
dengan membuat janji perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara

sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
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3.1.

3.2

BAB Ill
PENUTUP

Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi

Publik Penguatan Sinergi Informasi Persidangan Kabinet di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019 menyimpulkan

terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan unit terkait telah
dilaksanakan guna optimalisasi pelayanan publik Sekretariat Kabinet cq.
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;

2. Penyempurnaan standar pelayanan permohonan penjadwalan sidang
kabinet telah dilaksanakan guna peningkatan pelayanan kepada pemangku
kepentingan Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;

3. Peningkatan pelayanan publik terkait penjadwalan sidang kabinet dengan
membangun teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Usulan
Agenda Persidangan telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan
Kerja Kabinet.

Rekomendasi

Dari hasil penyelengaraan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Rapat

Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Penguatan Sinergi Informasi

Persidangan Kabinet di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah tahun 2019, rekomendasi yang dihasilkan adalah janji perbaikan

pelayanan publik sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet yang lebih efektif
dan efisien (pelayanan prima) dengan peningkatan kerja sama dan
koordinasi dengan unit kerja terkait;

2. Peningkatan kesadaran keamanan dan dampak penyebaran informasi

persidangan kabinet bagi seluruh pelaksana penyelenggaraan Sidang

Kabinet di Sekretariat Kabinet serta mitra kerjanya;

3. Pemanfaatan layanan Pemerintah guna mendukung pengamanan

informasi persidangan kabinet antara lain melakukan kerja sama dengan
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Kementerian Komunikasi dan Informartika dan Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN); dan

4. Implementasi Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat
Kabinet Tahun 2019 terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet
agar lebih efektif dan efisien.
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LAMPIRAN

Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
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Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

LAPORAN KEGIATAN
MENYELENGGARAKAN RAPAT KOCRDINASI
DAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PENGUATAN SINERGI INFORMASI
PERSIDANGAN KABINET DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/ILEMBAGA DAN
FPEMERINTAH DAERAH
TANGGAL 2 5.0. 4 ME!I 2018 DI HOTEL SAVERO DEPOK, JAWA BARAT

DASAR PENUGASAN :

1 Sural Penatah Depati Bidang Oukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet nomer
Sprint, S4/0KEMA2010 tanggal 30 April 2019,

2. Sural Perjalanan Dinas Nomor: 080(SPDIDKK- 12018 tanggal 2 Mei 2018

NAMA KEGIATAN

Menyelenggarakan rapatl koordinas dan forum konsuitagi publik penguatan snerg
infarmast persidangan kabinel di ingkungan Kementerian/embaga dan Pemernintah
Daerah pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019 bertempat di hotal Saverc Depaok, Jawa
Barat

TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan persetujuan Sekretaris Kabinet serta program kerja Asisten Deputi
Bidang Fenyalanggaraan Persidangan, maka telah ditugaskan pejabat/pegawal
untux melakukan kegiatan menyolenggarakan rapat koordinasi dan forum konsultasi
publik  penguatan  sinergl  informasi persidangan  kabingt  di lingkungan
Kementeran/Lembaga dan Pemerintah Daeran pada tanggal 2 s d. 4 Mail 2015 di
Holel Savero Depok, Jawa Barat,

TARGET KEGIATAN

Terselenggaranya rapat keordinas) dan forum konsullasi publik penguatan sinergl
informasi persidangan kabinel di ingkungan Kementenan/Lembaga dan Pemerintah
Daerah pada tanggal 2 s 4 Mel 2019 vetempat di hotel Saverc Depok. Jawa
Barat.

PESERTA KEGIATAN

Penyelenggarann rapat koordinas! dan forum konsullas publx penguatan sinegi
infarmast persidangan kabinet di ingkungan Kementenan/Lembaga dan Pemerintah
Daerah dilaksanakan oleh peabatpegawal Sekretarat Kabinet sera dihadin oleh
para undangan yang mervpakan perwakilan dan  Kemenlerinn/iembaga  dan

Pamearintah Daarah (daftar pesena terampir
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STKRITARIAT KAWINEY
REPUBLIK INDONLSIA

DAFTAR HADIR PESERTA
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